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ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BERAT DI KOTA PASIR
PENGARAIAN

ABSTRAK

Ridho Illahi

187310388

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan dinas perhubungan
dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota Pasir Pengaraian. Untuk
mengetahui hambatan dan menganalisis pengawasan dari Dinas Perhubungan
terhadap kendaraan bertonase-berat di KotaPasir Pengaraian, Penelitian ini
menggunakan metode survei deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang
diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Kendaraan bertonase
berat adalah kendaraan bermotor. angkutan, baik Jangkutan hasil tambang, hasil
perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain ‘yang diperbolehkan diangkut melalui
jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi muatan sumbu terberat (MST) jalan
yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Dinas Perhubungan Dalam
Menertibkan Kendaraan. bertonase berat di Kota ‘Pasir pengaraian. Hasil dari
penelitian ini adalah Dinas. Perhubungandi. Kota Pasir pengaraian sudah
melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan bertonase berat di kota
pasir pengaraian, tetapi hanya saja masih belum secara maksimal dan Kurangnya
sarana dan prasarana yang disediakan dalam menunjang terlaksananya
pengawasan yang baik di kota pasir pengaraian, serta kesadaran dari pihak
pengendara kendaraan bertonase berat dalam memenuhi syarat perizinan terhadap
angkutan bertonase berat.

Kata Kunci : Dinas, Kendaraan Bertonase Berat, Menertibkan, Pengawasan,
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ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF THE TRANSPORTATION
SERVICE IN CONTROLLING HEAVY TONSEN VEHICLES IN PASIR
PENGARAIAN CITY

This study : e the efforts a transportation
agency inc 3 nnage vehicles in the ¢ sir Pengaraian. To
find out the obsta : ' Department of
Transportation i an City, this study
used a desc . Data obtained
through Inte l” age vehicles are

motorized veh atiot products forestry
ia ol

out how the function ¢ e H ;

tonnage vehicles in Pas ﬁ'&‘ﬁ results of this study are the
Department of Transportatio engaraian City has carried out
supervision and control of heavy tonnage vehicles in Pasir Pengaraian City, but
it's just that it's still not optimal and the lack of facilities and infrastructure
provided to support the implementation of good supervision in Pasir Pengaraian
City, as well as awareness from the drivers of heavy tonnage vehicles in fulfilling
the licensing requirements for heavy tonnage transport.

Keywords: Function, Heavy Tonnage Vehicles, Ordeservi, Service, Supervision.

Xi
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A. Latar Belakang

BAB |

PENDAHULUAN

onesia adalah negara

pasal 4 ayat (1)

Dasar 1945 beserta perubahar ah memberikan landasan konstitusional
mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia. Di antara

ketentuan tersebut yaitu:

a. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
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b. hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

c. Perinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa

Satuan pemerintahan dibawah pemerintahan pusat yaitu daerah provinsi
dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Provinsi
memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula

kewenangan pemerintah pusat menjadi urusan pilihan. Selain itu ditetapkan
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pula kewenangan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintahan yang

meliputi

a) Politik luar negri

Undang.

Undang-Undang dasar 1945 telah memberikan kebebasan kepada setiap
daerah utuk mengatur dan menngelola pemerintahnnya yaitu dengan
menyelenggarakan otonomi daerah masing-masing. Dengan tiga asas

penyelenggaraan  pemerintaahan daerah yaitu asas desentraalisasi,



dekonsentrasi dan tugas pembantu. Yang menjelskan otonomi seluas-luasnya

kecuali dalam urusan pemeritahan pusat.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah, dan
dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penerahan kekuasaan dari yang
sebelumnya milik pusat dan menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah
pelimpahan sebagian.\‘urusan penerintah yang menjadi - kewenangan
pemerintah pusat kepada gubernur sebagi wakil pemerintah pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali
kota sebagal penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedngkan asas
tugas pembantu adalah mengawasan dari pemerintahan pusat kepad daerah
otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan.pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemetintahan pusat untuk melaksanakan sebagian urusan

pemetintah yang menjadr Kewenangan daerah.provinsi.

"Kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan
daerah, urusan pemerintahan konkuren yang kemudian diserahkan ke pada
daerah yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yang pertama ialah urusan
pemerintahan wajib dan yang kedua adalah urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib ini kemudian dibagi dua lagi menjadi urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan

pelayanan publik yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Maksud dari urusan pemerintahan wajib yang brkaitan dengan pelayanan

dasar adalah urusan pemerintah yang wajib dislenggarakan oleh semua daerah



tanpa terkecuali dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar ini, mencakup dalam bidang pendidikan, kawasan

pemukiman, ktertiban umum, masalah social, kesehatan, pekerjaan umum,

iy disay yejepe il udwnyo(]

langsung mupun tidak langsu memahami serta dapat menampung

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

semua masukan ataupun keritikan dari warga masyarakat.

Berbicara mengenai otonomi daerah diatas penulis tertarik untuk melihat
bagaimana kondisi kota pasir pengaraian yang terjdi saat ini, Dimana Kota

Pasir Pengaraian adalah suatu kota yang berada pada Kabupaten Rokan Hulu



Provinsi Riau yang harus mampu dalam mengurus semua pekerjaan yang ada

dalam daerahnya.

Kota Pasir Pengaraian ialah ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu yang
mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada daerah.tersebut sehingga
dengan diberlakukannya Uudang-Undang Otonomi Daerah. Dengan adanya
hal ini dapat kita lihat hahwa pada pembangunan tingkat daeraah pada Kota
Pasir Pengaaraian yang cukup berkembang. Sehngga pertumbuhan
penduduk dan meningkaatnya pertumbuhan kebutuuhaan ekonomi menjadi
salah satu alasan lajunya tingkat perpindahan penduduk di Kota Pasir
Pengarian. Dan secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya
kebutuhan ‘akan perlunya transportasi. Lalu lintas sertaa angkutan jalan
sebagal bagiaan dari sistem transportasi daerah yang harus dikembangkan
melalui potensi dan fungsinya dalam, meujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, dan angkutan jalan dalam
rangka  mendukung pertumbuhan  pembangunan ekonomi  dan
pengembangan wilayah yang ada pada Kota Pasir Pengaraian. Lalu lintas
dan angkutan jalan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam
melakukan kegiatan dalam berlalu lintas dan berupaya untuk mendukung
pembangunan dan pembaharuan daerah sebagai bagian dari memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan

Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu
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kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, persamaan lalu

lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta

pengelolaanya.

4.200 ( empat ribu dua meter dan muatan sumbu terberat 8

(delapan) ton.

c. Jalan kelas Ill, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan linkungan yang
dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi
2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu

lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
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d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan
bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)

milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu)

ahun 2013
ang terdapat
or angkutan baik

dan lain-lain

A3 RN

< 0% "

SN E
o
>
«Q
oy
)
3
D
O
=3
QD
>

dinas perhubungan kota pasir pengaraian dimana dinas perhubungan kota

pasir pengaraian mempunyai tugas adalah sebagai bikut:

1. Dinas Perhubungan sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.
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. Dinas Perhubungan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin

oleh serang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada bupati mlalui

sekretaris daerah

d dalam pasal (2)

‘ ‘ ! “‘l“‘ .# & an  urusan

angkutan jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan bidang

angkutan.

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu masuk kedalam urusan
pemerintah daerah, karena dinas perhubungan dibuat dan dibentuk langsung

oleh pemerintah daerah tigkat Kabupaten yang bertugas dan bertaggung

Khususnya dilaksanakan o opersasi dan pengawasan yang mana

tertuang pada pasal 12 dalam peraturan bupati rokan hulu nomor 74 tahun

20109.

Negara Republik Indonesia memiliki luas 1,905 Juta Km?, memiliki 34
Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau dengan luas 87.024 Km?

Provinsi Raiu memiliki 12 Kabupaten/kota, salah satunya adalah Kabupaten
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11

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 7.588 Km?, beribukota

di Pasir Pengaraian,

emas yang dibilang kecil. Dic ahasa melayu Rambah disebut dengan
“ayakan” adapun teknik yang digunakan adalahh ‘“ayakan”. Seiring
berjalannya waktu akibatnyaa emas disungai ini susah untuk ditemukan dan
akhirnya haya pasir saja yang ditemukan ditempat pengiraian emas milik
masyarakat. Runding punya runding atau dengan musyawarah akhirnya
masyarakat sekitar sepakat memberikan nama “Pasir Pengiraian” dan

bertahan sampai sekarng.
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Sebagai ibu kota kabupaten, Pasir Pengaraian masih memiliki banyak
jalan rusak, dikarenakan masih banyaknya kendaraan bertonase berat

memasuki wilayah Kota. Padahatl Pemkab sudah menyediakan akses

khusus bagi se ber
Tabel
ISt
NO E JANG (KM)
1 | KONDIS 427,376
313,250
— e 114,126
2 | KON AP i 1390,908
ak Ringan ] 1_- 1247,308
Be ] 143,600
TOTA 9 1818,284
Sumber : Di R;Q:NBRR
S i a kondisi jalan di
Kabupaten a di i ondisi mantap dan
kondisi tidak m ! jalan terbgi menjadi dua
kondisi baik dan kon aik ialah jalan dengan prmukaan

jalan yang mulus Untuk kondisi jalan mantap berjumlah 427,376 Km dan
untuk kondisi jalan tidak mantap iyalah 1390,908 Km. Kondisi jalan mantap
dibagi lagi menjadi dua yaitu baik dan sedang untuk jaln yang baik 313,250
Km dan untuk kondisi jalan yang sedang 114,126 Km. Dan untuk kondisi
jalan yang tidak mantap juga dibagi dua ialah rusak ringan dan rusak berat,

untuk jalan yang rusak ringan 1247,308 Km dan untuk jalan rusak berat
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13

sebanyak 1433,600 Km. Dari data diatas bahwa kondisi jalan di Kabupaten
Rokan Hulu masih kurang baik karena masih ditemukan lebih banyak jalan

yang kurang baik dibandingkan jalan yang baik.Pasir Pengaraian memiliki

AN -

@’.
i
o
;
g’!.
¥

A
%

2. Jalan tidak mantap adalah jalan yang memiliki kondisi rusak ringan
dan rusak berat

a. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan

perkerasan sudah muli bergelombang, mulai ada kerusakan

permukaan dan penambalan kurang dari 20% dari luas jalan yang

ditinjau.
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Tabel 1.2 :
Kebijakan U
Rokan Hulu

14

b. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan
perkerasan sudah banyakkerusakan seperti bergelombang, retak-

retak dan terkelupas yang cukup besar 20%-60% dari ruas jalan

pun data yang
fitas kebijakan

tabel dibawah

No Lokasi Penilangan

1 | Rambah 0

2 | Rambah 27/04/2021 10

3 | Bonai 01/09/2021 | 101 60 26 15
Darussalam

4 | Rambah 15/09/2021 | 101 60 26 15
Hilir

5 | Tambusai 28/09/2021 63 22 38 3

6 | Tandun 29/09/2021 51 31 16 4

7 | Rambah 30/09/2021 38 33 3 2
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8 | Tandun

14/12/2021

32

23

Total

448

256

134 58

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

penelit

' LIS N

Oleh karena itu penulis te

melakukan penelitian dengan judul

in “Analisi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam

Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka perumusan masalahan yang

penulis ajukan adalah:
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. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Dalam

Melakukan Penertiban Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur

Dalam Kota Pasir Pengaraian?

Dalam  Menertibkan

dari proses

Perhubungan

Kota Pasir

bahan masukan bagi dinas
perhubungan Kota Pasir Pengaraian dalam menertibkan banyaknya
kendaraan bertonase berat yang masuk kedalam jalur Kota Pasir
Pengaraian

2. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan data bagi kalangan

akademis yang ingin meneliti hal dibidang yang sama.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

sesuai

Nty

Selanju

yang di

ah ilmu yang

o
@
>

«Q
=
c
=
QD
]

ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan
tuntutan tiap orang akan jasa- publik dan layanan-civil, dalam hubungan
pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang
bersangkutan.

Menurut Poelje (dlam Syafiie, 2011:21) ilmu pemerintah mengajarkan

bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaiik-baiknya.

17
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Menurut (Syafiie, 2014:27) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar

dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran

atan yang menyelidiki secara
sistematis  problema-problema " sentralisasi, desentralisasi kordinasi
pengawasan ke dalam dan ke luar, atau

3. Suatu ilmu pengetetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian
rupa sehingga dapat dihindari timulnya pertentangan-pertentangan antara

pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat
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keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam
pemerintahan.

4. llmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam

unsur dina jan c g bungan antara

dinas-di engan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas

K'secara internal maupun
-
<z
'ﬁﬁ‘ tahan adalah ilmu yang
\_
mempelajari bagaimana mela ordinasi dan kemampuan memimpin

bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah,

antar lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Ali (dalam, Ali dan Alam, 2016:5) ilmu pemerintahan adalah
manusia  pemerintahan, manusia yang ada dalam  kerjasama
pemerintahan,kerja sama antara pemerintah dengan rakyat sebagai pihak yang

diperintah.
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2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut ( Syafiie, 2007:20) pemerintahan berasal dari kata perintah, yang

paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua

kealam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan
militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua,
harus mempunyai kekuatan legislatis atau dalam arti pembuatan undang-
undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan
untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos
keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam

rangka penyelenggaraan kepentingan negara.
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(Nadraha, 2015:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang

bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah

akan jasa-publik dan layanan.

yang

tuntun

sebagai orgaisasi dari ne emperlihatkan dan menjalankan

kekuasaannya.

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2010:22) pemerintahan adalah sebagai suatu
organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia
itu bisa diperintah.

Menurut Wilson (dalam Syafiie, 2011:23) pemerintahan adalah suatu
pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi

kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

22

banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi yang

mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang

memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedkan
status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka.

d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan

e. Melakukan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

f.  Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas.
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g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaansumber daya alam dan
lingkungan hidup

Menurut Iver (dalam, syafiie 2007:22) maksudya pemerintahan itu adalah

sebagai sua dari_orang empunyai  kekuasaan

- 'y ‘gqj\\\‘ .. ’

\‘é

oraang g be ) » dalam hal pi aa Kuasaan. Sedangkan
yang di h @ AU SE yang meneima perintah

tersebut,

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

4. Pengambilan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan

penyimpangan-penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan korelatif bila perlu.
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Indikator-indikator tersebut untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan
secara terperinci, sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).

pelaksanaan kegiatan tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
Pada pelaksanaan suatu kegiatan setelah menentukan pengukuran
pelaksanaan kegiatan, maka pengukuran pelaksanaan dilakukan dengan
kegiatan nyata, hal tersebut dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang
dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran

pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis
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maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau

dengan pengambilan sampel.

4. Pengambilan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan

pengambilan tindakan Korelatif, jika perlu tindakan ini harus diambil.

Tindakan korelatif dapat diambil dalam tiga bentuk. Standar mungkin

diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Pengawasan menurut Handoko (dalam Saputro 2018:12) proses untuk
menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana

hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.
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Menurut Terry (dalam syafiie, 2014 : 130) pengawasa dapat dirumuskan
sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu

esuai dengan rencana,

Ayt )

Fase Dukungan
Sedangkan menurut Abdurrahman (dalam Syafiie, 2014:130) mengatakan
bahwa ada beberapa faktor membantu pengawasan dan mencegah berbagali

kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yaitu:

a. Filsafat yang dianut satu bangsa.
b. Agama yang mendasari seseorang tersebut.

c. Kebijakan yang dijalankan.
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d. Anggaran pembiayaan yang mendukung.
e. Penempatan pegawai dan prosedur kerja.

f. Kemantapan kordinasi dalam organisasi.

mengatakan bahwa

1&"\‘ .&

tujuan dan sasaran serta tugas- organisasi akan dan telah terlaksana
dengan baik sesuai dengan tencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Donnelly (dalam Saputro 2018: 12) mengelompokan pengawasan menjadi

tiga tipe pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan pendahuluan , yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja

dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan ini bisa menghiangkan
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penyimpangan pnting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan
sebelum penyimpangan tersebut terjadi

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung. lalah pengawasan yang terjadi

6) pengawasan
yang sudah

maksud supaya

Menurut Manullang (dalam Amalia, 2017: 3) pengawasan untuk
mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui

beberapa fase atau pelaksanaan.

Menurut Winardi (dalam Saputra, 2015:6) pengawasan mendermasi apa

yang dilaksanakan, maksudnya mengefaluasi prestasi kerja dan apa perlu,
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menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai

dengan rencana-rencana.

Menurut Bahari (dalam Saptra, 2015:6) pengawasan adalah suatu upaya

Me

kegiata

kegiatan tele

unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam prosrs

pengawasan yaitu:

a. Ukuran-ukuran yang menjanjikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar
ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tdak nyata umum ataupun khusus,
tetapi masih selama seseotang masih menganggap bahwa hasilnya adalah

seperti yang diharapkan.
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b. Perbandingan nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini garus dilaporkan

kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.

c. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam

tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan
yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam
penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tapi
infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung
terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban

tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
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Menurut Damara (2020:6) penertiban merupakan suatu perbuatan/tindakan
yang diambil atau dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang

pribadi/instansi pemerintahan tertentu untuk menertibkan segala macam

adalah usaha

ruang sesuai

demikian seharusnya.

Menurut Kusumaatdja (dalam pramata, 2017: 5) ketertiban adalah tujuan
pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini
merrupakan syarat pokok bagi adanya suatu manusia yang teratur, ketertiban
sebagai tujuan hukum maupun fakta objektif yang berlaku bagi segala
manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertibaan ini diperlukan

adanya kepastian dalam pergaulan antara maanusia dalam masyarakat.
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5. Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

memberikan definisi pelayanan pablik adalah kegiatan atau rangkaian

Nomor:

ang dilaksanakan
han kebutuhan

peraturan

Menurut Lewis dan Gilman (dalam Hayat, 2017:21) bahwa pelayanan
publik adalah kepercayaan publik.pelayanan publik dilaksanakan secara
bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Menurut (Mirnasri, 2013:74) pelayanan publik merupakan kegiatan untuk
pemenuhan kebutuhan setiap manusia sebagai penerima pelayanan yang

dilakukan oleh penyelenggara negara.
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Optimalisasi pelayanan publik menurut Indri dan Hayat (dalam, Hayat,
2017:22) adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas

yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat.

tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Kepastian hukum tehadap hak dan
kewajiban warga dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat

mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas,
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dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, dan baik (Hayat,
2017:51)

Menurut Kurniawan (dalam Mirnasari, 2013:74) pelayanan publik

dalam suatu

LN

hasilnya tidak

an publik atau

-\ \ Y

jasa pelayanan,

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menuut Lenvinne (dalam Atthahara, 2018:69) kualitas pelayanan publik

dapat diukur dengan tiga dimensi, yaitu:

1. Responsiveness atau responsif ini mengukur daya tanggap providers

terhadap harapan, keiginan dan aspiirasi serta tuntutan customers
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2. Respontability atau respontabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan

tidak melnggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

sebaga

pemerintah dalams kesempata : ngkungan dimana

kebijaka

apapun yang pemerintah yang hendak lakukan atau tidak lakukan.

Sementara itu, anderson (dalam Agustino, 2017:17) kebijakan publik
adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang atau sekolompok aktor yang berhubungan dengan
permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Mustoadidjadja (dalam Ayattullah, 2019: 25) mendefinisikan

kerja tentang Kkebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang
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dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau
untuk mencapai tujuan tertentu.

Dye (dalam Ali dan Alam, 2016:8) memberikan arahan berfikir bahwa

ginan atau

melakukan

dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan unttuk menyelesaikan
masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan
terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Anderson (dalam Suharto, 2015:44) kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau

sekelompok aktor dalam menangani masalah yang menjadi perhatian
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Metter dan Horn (dalam Harsan, 2017:147) mendefinisikan implementasi
kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi
publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dalam keputusan-keputusan.sebelumnya.

Menurut Nugroho (dalam Ayattullah, 2019: 24) kebijakan publik adalah
keputusan yang dibuat oleh: negara Khususnya pemerintah sebagai strategi
untuk’ merealisasikan tujuan negara yang bersangkuutan. Sebagai strategi
untuk mengturr masyarakat pada masa awal , memasuki masyarakat pada
masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Secara sederhana (menurut Ali dan Alam, 2016:14) merumuskan
kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan
lembaga pemerintahan dalam artian yang luas yang berarti lembaga non-
pemerintahan juga secara implisit termasuk didalamnya dengan alasan karena
merekapun adalah juga sebagai pelaku dan faktor yang mempengaruhi.

Menurut “Chandler dan Plato (dalam Ginting, 2018:7) menyebutkan
kebijakann publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-
sumbe daya yang ada untuk. memeeahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah.

Menurut Leswell dan Kaplan (dalam Anindyajati, 2019:255) kebijakan
sebagai suatu program pencapian tujuan, nilai-nilai dan prakti-praktik yang
terarah.

Menurut (Pratama, 2917:4) kebijakan publik sering dipahami sebagai
instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara

teknokratis. Dalam artian pemerintah menggunakan pendekatan rational
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choice untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang

dihadapi masyarakat.

. Transportasi

transportar

berarti

memba

Sukanto (dalam Ofiantoro, 2018:26) membedakan transportasi menjadi
dua yakni angkutan bermotor dan angkutan tidak bermotor. Angkutan
bermotor adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor yang
bergerak diatas jalan raya. Angkutan bermotor ini terdiri dari ngkutan umum

dan pribadi.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

39

Menurut (Sukarto, 2006:26) tranportasi adalah adanya pergerkan brupa

perjalanan (trip) dari asal (origin) sampai ke tujuan (destination).

Menurut Adisasmita (dalam Amalia, 2017:4) transportasi adalan kegiatan

pemindahan ba sik dari te as I ke an..Dalam hubungan

ini terka

asal ke tempat tujuan. Dalam kegiatan ini transportasi diperlukan empat

komponen yaitu:

1. Terjadinya muatan yang diangkut
2. Terdapat kendaraan sebagai sarana angkutan
3. Adnya jalan yang dapat dilalui

4. Dan tersedianya terminal
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8. Konsep Fungsi
Menurut The Ling Gie fungsi merupakan sekelompok aktivitas

yang tergolong pada jenis yang sama berdasakan sifatnya, pelaksanaan

sifat dan

atau erat
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Tabel 2.1 :Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul

Analisis

No
1
2
3 | Rizki Naldi,
Dra Dan
Ernawati, Dinas
M.Si Perhubungan
Terhadap
TRAFFICH
LIGHT Di Kota
Pekan Baru

penelitian
3. Lokasi
penelitian

Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam
Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di
Pengarai

Kota Pasir

. Metode

Menggunakan
metode
kualitatif
deskriptif

pengumpulan
data
menggunakan
metode primer
dan sekunder

. Menggunakan

. Pengambilan

metode
kualitatif
deskriptif

data
menggunakan
teknik
observasi dan
wawancara

Sumber: Olaham Penulis, 2022
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Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu
mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis,

dimana penelitian ini memiliki fenomena-fenomena yang berbeda, begitu

tudi kepustakaan juga

o TEEEEO N V). -
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C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Kerangka pikiran penelitian tentang Analisis Fungsi
Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan
Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.

OUTPUT

Penertiban kendaraan bertonase berat

Sumber: Olahan Penulis, 2022
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D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses penelittian, maka

dijabarkanlah beberapa konsep operasional untuk memperoleh data yang ada

g memproses

ivil bagi setiap

4. Penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilaukan sebagai
pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta
menciptakan suatu keadaan yang tertib

5. Pelayanan publik ialah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat
menjadi tugas dan tanggung pemerintah untuk menyediakan secara

profesional dan optimal.
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. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekolompok aktor

yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang

S

ilan yang telah

i yang terdapat

s
&
o
e
g
o
&
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Tabel 2.2: Operasional Variabel penelitian tentang Analisis Fungsi
Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam  Menertibkan
Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.

Konsep Variabel Indikator Item Penelitian
Konsep Penetapan pos
Pengawasan di  pintu

dan

jalur
untuk
bertonase

jam
masuk Kkota
kendaraan

kan pendataan
kendaraan

aupun yang bersifat
adi.

akukan razia rutin

erhadap  kendaraan

bertonase berat

Mengnalisi efektifitas

pos penjagaan

3 . Menganalisis
dengan standar efektifitas penerapan
dan jam larangan maasuk
penganalisisan kota
penyimpangan- | c. Menganalisis
penyimpangan efektifita razia rutin
Pengambilan Pengambilan  tindakaan
tindakan korelatif akan terjadi jika
korelatif  bila | hasil analisis
perlu menunjukkan  perlunya

tindakan korelatif.

Sumber: Olaham Penulis, 2022
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

proses

yang di

Lokasi penelitian yang pent akukan ini adalah di Kota Pasir
Pengaraian, tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai, pada tahun 2020 sampai
2021. Alasan penulis melakukan penelitian di jalan tersebut dikarenakan
masih banyaknya kendaraan bertonase berat yang memasuki jalur kota pasir
pengaraian. Dimana kondisi saat ini memberikan fakta bahwa jalur tersbut
masuk dalam zona larangan untuk kendaraan bertonase berat, dan keberadaan

kendaraan tersebut mennambah kerusakan dibeberapa titik jalan.

47
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C. Informan Penelitian

Key informan atau yang disebut dengan informasi kunci, merupakan

seseorang yang ahli dalam bidangnya. Karena keterbatasan penulis untuk

seperti

Tabel 3.1 mlah 2 nalalisis Fugsi

No Keterangan
1 Key informan
2 Informan
3 Masyarakat Kota Pas pengguna jalan. Informan

Sumber ; olahan penulis tahun 2022

Menurut tabel 3.1 diatas yang dimaksud dengan masyarakat ialaah
masyarakat Kota Pasir Pengaraian sebagai pengguna jalan disepanjang Jalan
Diponogoro sampai Jalan Tuanku Tambusai dan masyarakat yang terdampak
oleh kendaraan bertonase berat disepanjang Jalan Diponogoro sampai Jalan

Tuanku Tambuasai.
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D. Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu :

1. Data Primer

a. Sejarah singkat Kota Pasir Pengaraian

b. Profil Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian

o

. Struktur orgaisasi Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian

49

han dilapangan
bahan pustaka,

dalam

d. Salinan data terkait dengan dengan profil informan penelitian yang

akan penulis lakukan.
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e. Dan data-data lain yang mendukung kesempurnaa penyelesaaian

penelitian yang sedang dilaksanakan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

ata.yang dilakukan
2cara langsung
asi  merupakan
sur-unsur yang

pengamata ini

tanya jawab secara lisan. Sugiyono menyebutkan wawancara ialah suatu
teknik pengulmpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak
terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara
langsung maupun menggunakan jaringan telepon. Wawancara seperti ini

membutuhkan pertanya-pertanya yang umum tidak terstruktur dan bersifat
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terbuka. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam wawancara
ialah :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara ditujukan

2.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian data
tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel indikatornya.

sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (dalam Amalia 2017:4) analisis data adalah proses
mencari dan menyuusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasi

wawancara, catatan  lapangan, dan dokumentasi dengan cara
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mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan kedalam kategori,
menjabarkan kedalamunit-unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola, memilih mana yang enting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan ipahami upun orang banyak.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pasir Pengaraian

memiliki 34

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Kota Pasir Pengaraian yang dulunya dikenal dengan Negri
Rambah.Sekitar tahun 1899 terjadi sebuah bencana alam yaitu kelaparan dan
penyakit sehingga masyarakat sekitar banyak yang sakit-sakitan dan bahkan
ada yang meninggal. Akibatnya banyak masyarakat yang membawa
keluarganya untuk berladang dari rambah mengelilingi sungai rokan kanan.

Sungai ini dulunya sebagai tempat meningkatkan perekonomian masyarakat

53
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dengan mencari emas di sepanjang sungai rokan kanan. Karena disungai ini

dulu banyak terdapat emas yang terbawa dari hulu sungai yang tercampur

dengan pasir.

untuk menyelenggarakan uruse akan perhubungan atau transportasi
untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Adapun fungsi dari Dinas
perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan
bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang
perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan
perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna

fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM
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sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi di musim-musim padat

Hulu mempunyai fungsi sebagai berik

Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan

Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;

1. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan

Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;
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2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas

Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang

Angkutan;

Perhubunga ih mer i hambat .. d pa per daya manusia

dan perang

masih terbata : ) abilitas nya.

2. Misi

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kota Pasir Pengaraian yaitu:

1. Meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  bidang
perhubungan serta penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana

transportasi yang merata
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2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap

opersionaltransportasi.

3. Menegakkan peraturan perundang-udangan sektor perhubungan.

Bupati melaksanak :" : adi Kewenangan
Daerah
tertuang dalam perat ang Kedudukan,
Susunan

ialah:

Jalan, Bidang Sarana dan F alu Lintas danBidang Angkutan;

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan
Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas danBidang Angkutan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas

Angkutan Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Bidang

Angkutan;
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d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan
Jalan, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas danBidang Angkutan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas

kepada kepala dinas, ade gas dari sekretaris yaitu: Sekretaris

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan Evaluasi pada
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum,
Perlengkapan dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
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b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

e
v
5
N v
i ¥

¢ |
ela
"’ > L

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
Hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang ManajemenRekayasa

Lalu Lintas;
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c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Kebijakan dan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

Kepada Kepala Dinas; dan

ain ikan pimpinan sesuai

Wt )

. melakukan pengkajian, pendataan dan bimbingan serta penanggulangan

terhadap masalah pelanggaran lalu lintas;

memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang masalah

langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
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g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pengawasan; dan

h. melaksanakan.tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

pawah kepala
tugas sebagai
mpunyai  tugas
pada  seksi
Peneran g : Sar. ana Lalu Lintas, dan

SeksiPe

Sarana dan F . m ‘ ““

b. Penyelenggaraan asilitasi dan  memeriksa hasil
Pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sarana dan Prasarana;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas Perhubungan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

Tugas dan fungsinya.
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f. Bidang Angkutan
Kepala Bidang Angkutan berada dibawah kepala dinas dan bertanggung

jawab kepada kepala dinas, bidang angkutan memiliki tugas yaitu: melakukan

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian, profesi,
Keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

2. Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

Yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas P r Di Kota
Pasir Pengarai bil beberapa
data yang dibutuhka : . Ada | ata dan hasil
informan g alam [ i 3 " gai berikut :

r=4
A. ldentitz : ’
ng

informan ata i 3 < angka g perlu kita ketahui

ialah i : te angat penting dalam

.g ngan substansi penelitiannya.
Pada penelitian tents ‘ g ngawasan Dinas Perhubungan
Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pasir Pengaraian.
Penulis akan menjelaskan identitas informan. ada beberapa hal yang akan
dijelaskan peneliti terkait dengan identitas informan pada tabel dibawah ini :
1. Jenis Kelamin Informan
Dalam data informan menurut jenis kelamin perlu dipaparkan sebagai

faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian. Untuk mengetahui

64
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sejauh mana analisis fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam
menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir Pengaraian. Informan

menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Jeni

jenis kelamin

amin laki-laki

penelitian lapangan maka info dasarkan tingkatan pendidikan terakhir
dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD -
2 SMP 1
3 SMA 1
4 S.1 -
5 S.2 1

Sumber : Olahan Penulis 2022
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Dari tabel diatas dapat Kita lihat bahwa tingkat pendidikan informan dalam
penelitian ini informannya berada pada tingkatan pendidikan yang berbeda-

beda. Pada tingkatan SMP terdapat 1(satu) orang, dan untuk tingkatan SMA

Tabel V.3
NO Persentase
1 -
2 33,3%
3 66,7%
Jumlah 100%

Sumber : Olahan Penulis, 2022
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa informan yang memiliki umur 31-

40 tahun sebanyak 1(satu) orang, dan untuk informan yang memiliki usia 41-
50 tahun sebanyak 2(dua) orang. Secara garis besar penelitian ini memiliki
informan yang relatif produktif dan bisa dikatakan sudah dewasa yaitu

berkisaran umur 31-50 tahun.
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B. Hasil Penelitian Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam

Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Yang Di Kota Pasir

Pengaraian

proses untuk

ercapai dimana

enurut T.Hani

‘g\‘a\\

—~

Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan
penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan korelatif bila perlu.
Dengan demikian dapat penulis simpulkan keberhasilan atau kegagalan
menganalisis suatu kegiatan dilihat dari kemampuan secara nyata dalam

mengoperasikan penganalisisan semua program dalam mencapai tujuan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

68

Untuk melihat analisis fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam

menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian. maka penulis

uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator

wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 Februari 2022,
dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan
jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau untuk pos penjagaan kendaraan bertonase berat di Kabupaten
Rokan Hulu ini tidak ada, tetapi untuk mengantisipasi masuknya
kendaraan bertonase berat ke dalam kota ada kita pasang rambu-rambu
dilarang masuk ke dalam kota di beberapa simpang pada pukul 06-08
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pagi, dimana aktivitas para pegawai dan anak sekolah sedang padat, oleh
karna itu angkutan berat dilarang masuk kota.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M
diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Perhubungan di kota pasir pengaraian
Kabupaten Rokan ‘Hulu tidak mempunyai pos penjagaan-untuk mengawasi
kendaraan hertonase berat akan tetapi mempunyai rambu-rambu dan adanya
jam larangan masuk keta-di‘jam tertentu, Selain.itu peneliti-juga melakukan
wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat

pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“Untuk pos penjagaan dari dinas perhubungan tidak ada akan tetapi, di
awal simpang masuk kota ada rambu-rambu bahwa tidak boleh melintas
pada jam 06;00 sampai jam 08;00 wib, kalau ingin melintas juga kami
pengendara kendaraan besar dialinkan lewat jalan lingkar yang telah
disediakan.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Salman diatas dapat
kita ketahui bahwa sebenarnya-para_supir kendaraan bertonase berat sudah
mengetahui adanya larangan masuk kota di jam tertentu bagi kendaraan
bertonase berat. Oleh karna itu peneliti juga melakukan wawancara kepada
bapak Ahmadialah warga masyarakat Kota Pasir Pengaraian pada tanggal 04

Februari 2022, mengatakan :

“untuk pos pengawasan yang berada pada pintu masuk dan pintu keluar
Kota Pasir Pengaraian ini saya kurang tau, tapi yang jelas setiap harinya
kendaraan bertonase berat ini selalu melintas, entah itu pagi, siang, sore,
malam pasti ada yang melintas. Saya sendiri pun merasa sedikit
terganggu kalau kendaraan ini melintas, seperti tidak sewajarnya saja
masuk kota disaat situasi lagi ramai.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Ahmat

dapat kita lihat bahwa masyarakat terganggu dengan adanya kendaraan
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bertonase berat melintasi jalan kota, padahal Dinas Perhubungan sudah
menyediakan jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat agar tidak lagi

melintas di dalam Kota Pasir Pengaraian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapanganbahwasannya ada atau
tidaknya pos pengawasan ini akan berpengaruh besar terhadap kendaraan
bertonase besar. Sehingga kendaraan bertonase. berat tidak-lagi memasuki
kota pasir Pengaraian, sehingga tidak ada lagi jalan yang rusak akibat dari

kendaraan bertonase berat.

b. Memiliki Pergantian Shift Kerja Yang Teratur.

Adanya shift pergantian kerja yang teratur ini salah satu cara dalam
melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang melintasi
jalan kota pasir pengaraian oleh dinas perhubungan, agar ketika hendak
melintas para kendaraan -bertonase besar ini dapat dihalangi oleh petugas
Dinas Perhubungan yang sedang bertugas dilapangan. Sesuai dengan hasil
dari wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022,
dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan
jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau dalam pengawasan yang terpusat hanya ada pada jembatan
timbang, kita di Kabupaten Rokan Hulu hanya berada pada jalan lintas
Provinsi, jembatan pada saat ini tidak dapat difungsikan karena aturan
sekarang jembatan timbang itu harus berada pada jalan nasional. Jadi
dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan ketika angkutan berat
ini sudah kita nilai banyaknya kerusakan pada jalan ataupun banyaknya
kepadatan dan banyaknya keluhan dari masyarakat. Maka dari itu kita
yang melakukan pengawasannya. Jadi kalau untuk shift kerja itu kita
tidak ada.”
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M
diatas dapat kita ketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu
tidak ada memiliki sift pergantian kerja dalam melakukan pengawasan akan

tetapi dina h N M 3 as dalam mengawasi

C.

Menyediakan jalur khusus daraan bertonase berat ini merupakan
salah satu cara mengatasi kendaraan bertonase berat agar tidak melintasi jalan
kota dan diawasi oleh dinas perhubungan. dari wawancara peneliti yang
dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos.,
M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan

Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :
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“untuk jalan khusus bagi kendaraan bertonase berat itu sendiri
sebenarnya ada dibangun oleh pemerintah daerah, bertujuan untuk
mengalihkan kendaraan bertonase berat agar tidak melintasi jalan kota
Pasir Pengaraian, untuk mengantisipasi rusaknya jalan kota dan
mengurangi kemacetan yang ada di Kota Pasir pengaraian”

Berdasarkan hasil"wawancara peneliti-dengan bapak. Afrizal diatas dapat
kita lihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu telah
menyediakan jalan khusus-hagi: kendaraan bertonase berat agar tidak
melintasi kota. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak
Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal 04 Februari

2022, mengatakan :

“untuk_jalan khusus atau yang kita kenal dengan jalan lingkar memang
ada disediakan oleh pemerintah. Tapi kami lebih merasa aman lewat kota
karna rambu-rambu yang hanya melarang Kita lewat kota dari jam 06:00
sampai 08:00 wib. Maka dari itu kami para supir kendaraan bertonase
berat lebih memilih jalan kota.”

Berdasarkan hasil wawancara penelitizdengan bapak Salman diatas dapat
kita ketahul bahwa sebenarnya para supir kendaraan bertonase berat sudah
mengetahui adanya jalan lingkar atau jalan khusus bagi kendaraan bertonase
berat akan tetapi “para supir kendaraan bertonase berat lebih memilih jalan
kota karna larangan masuk kota.darijam 06:00 sampai 08:00 pagi selain dari
jam tersebut para supir boleh melintas. Oleh karna itu peneliti juga
melakukan wawancara kepada bapak Ahmad ialah warga masyarakat Kota

Pasir Pengaraian pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :

“untuk jalan lingkar ada, tapi saya melihat masih banyak kendaraan
bertonase berat ini melintas masuk kota, karna ini akan berdampak pada
tidak nyamannya kita sebagai masyarakat ketika berada dijalan, mulai
dari jalan yang bergelombang, jalan rusak dan bahkan ada membuat
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kemacetan. Tapi yang pasti lebih kepada terganggu sama kendaraan
bertonase besar melintas dijalan kota.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peneliti kepada bapak

Ahmat dapat kita, lihat bahwa masyarakat terganggu dengan adanya

iy disay yejepe il udwnyo(]

dinas perhubungan hanya ter an peringatan namun tidak langsung

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

diatasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penerapan tugas dan fungsi dinas perhubungan dalam pengawasan
kendaraan bertonase berat yang memasuki jalan kota Pasir Pengaraian. Pada

indikator ini tentu harus adanya penentuan pengukuran untuk pelaksanaan
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kegiatan tersebut. Penataan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai
cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karna itu tahap kedua

dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pad eng a salah satu bentuk
pengawasa Dina erht an 8 an kota terjaga,
mengu etan serta para pen merasa aman
apabila tida anya ken 1. 1 be , elintas jalan kota

ketika a

&>
N
@ ya dari jam 06,00 sampai jam
08:00 wib, mungkin u .-b“ﬁ a akan menambah dan kita juga
sudah berkoordinasi denga Kepolisian untuk menambah pada jam

15,00 sampai 17,00 wib. Karna pada jam tersebut adalah jam sibuk.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M

dapat diketahui terkait dengan adanya penambahan jam larangan masuk dan
dinas perhubungan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentang
penambahan jam larangan masuk. Selain itu peneliti juga melakukan
wawancara dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat

pada tanggal 04 Februari 2022, mengatakan :
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“untuk jam larangan masuk kota saya pribadi sudah tau yaitu sekitar jam
06:00 sampai 08:00 wib. Mungkin karna kami sudah mengetahui jam
larangan masuk kota biasanya kami selalu memperkirakan waktu ketika
ingin melintas dalam kota, kami selalu melintas lewat kota sekitar jam
09:00 wib.”

vawancara peneliti denga pak Salman diatas dapat

Penyediaan rambt U : - salah satu langkah dinas
perhubungan dalam mengatas aan bertonase berat masuk kota. Sesuai
dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari
2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas
angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang

mengatakan:

“untuk rambu-rambu lalu lintas kami telah menyediakannya mengenai
larangan masuk kota bagi kendaraan bertonase berat dan kami juga
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membuat rambu lalu lintas tambahan disetiap lingkar luar pada jalan
yang akan dilalui, jadi sudah ada kami membuat rambu-rambu tersebut.”
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dinas perhubungan

sudah memberikan rambu-rambu untuk tidak dilakukannya pelanggaran.

ari 2022,

ort ; berat memang
en Rokan hulu

bahwa dinas

dinas perhubungar pintu masuk dan pintu
keluar kota.
3. Pengukuran Pelaksanaan K

Pada pelaksanaan suatu kegiatan setelah menentukan pengukuran
pelaksanaan kegiatan, maka pengukuran pelaksanaan dilakukan dengan
kegiatan nyata, hal tersebut dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang
dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran
pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis

maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau
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dengan pengambilan sampel. Terkait hal tersebut maka peneliti menguraikan

beberapa sub indikator dibawah ini:

a. Melakukan pendataan terhadap kendaraan baik bertonase berat
maupun yang bersifat pribadi.

Pada indikator ini terkait dengan melakukan pendataan terhadap kendaraan
bertonase berat maupun.. .kendaraan pribadi. ini suatu kegiatan yang masuk
dalam pengawasan. Selain itu kegiatan ini dapat mengurangi kerusakan pada
jalan kota. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada
tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala
bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu,
yang mengatakan :

“kalau untuk melakukan pendataan kendaraan selalu di istilahkan dengan
LHR (lalu lintas harian) jadi kendaraan ini kita survei dan disitu juga kita
bisa menentukannya“apakah kendaraan itu bisa dikatakan tonase berat
maupun pribadi. Mungkin.contohnya:pada satu simpang apabila volume
kendaraan itu sudah mencukupi yang melintas maka disimpang itu kita
lihat apakah bisa dipasang lampu merah atau warning light atau lampu
peringatan, dan dari hasil LHR kita bisa menentukan jumlah kendaraan
bertonase berat maupun kendaraan pribadi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui Dinas Perhubungan

Kabupaten Rokan Hulu melakukan pendataan terhadap kendaraan bertonase
berat  maupun bersifat pribadi dengan menggunakan LHR (lalu lintas
harian). Ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintas

baik itu kendaraan bertonase berat maupun bersifat pribadi

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwasanya memang ada
lampu merah atau warning light, akan tetapi untuk cara kerja dari LHR (lalu

lintas harian) peneliti tidak mengetahuinya.



78

b. Melakukan Razia Rutin Untuk Kendaraan Bertonase Berat

Pada indikator ini melakukan pengawasan dengan cara melakukan razia
rutin merupakan salah satu cara Dinas Perhubungan dalam menertibkan
kendaraan bertonase berat.agar tidak memasuki jalan.kota. Sesuai dengan
hasil wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022, dengan
bapak Afrizal, S.Sos., M.M-selaku kepala,bidang lalu lintas angkutan jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“untuk kabupaten Rokan Hulu sendiri memang mengawasi di bidang
angkutan termasuk kendaraan bertonase berat. Cuman memang kita tidak
bisa optimal karena ruvas - jalan di Rokan hulu termasuk ruas jalan
provinsi yang terbagi dalam 12 ruas jalan, seharusnya Pusat pengawasan
angkutan bertonase berat ini adalah jembatan timbang yang dikelola oleh
kementerian perhubungan, namun karena status jalan kita adalah status
jalan provinsi bukan jalan nasional.maka dari itu jembatan timbang tidak
di aktifkan. Oleh karena itu untuk pengawasan yang dilaksanakan dinas
perhubungan Kabupaten Rokan Hulu untuk jalan-jalan kabupaten kita
mengawasinya dengans-melakukan razia, rutin yang didampingi oleh pihak
kepolisian, kita melakukan razia ‘biasanya dalam dua minggu sekali atau
satu bulan dua kali, ini tergantung dari pendapatan APBD, Sesuali
dengan UU 22 Tahun 2009. Kita tidak bisa melakukan razia sesuka hati
kita karena kita harus didampingi oleh pihak kepolisian, jadi kita
bergabung dengan kepolisian biasanya dua atau tiga personil. Tetapi
kalau untuk pengawasan walau tidak ada kepolisian ini nanti kami
laksanakan akan tetapi hanya memberikan peringatan akan tetapi tidak
dengan memberikan sanksi atau penilangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dinas

perhubungan melakukan razia rutin tergantung pada pendapatan APBD sesuai
dengan UU 22 tahun 2009. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara
dengan bapak Salman salah satu supir kendaraan bertonase berat pada tanggal

04 Februari 2022, mengatakan :
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“kalau untuk razia rutinnya saya tidak tau pasti, tapi yang pasti kalau
ada razia saya tetap lewat karna saya memiliki surat-surat yang lengkap
akan tetapi ada sebagian kawan memilih untuk berhenti sampai kegiatan
razia selesai dilakukan.”

Berdasarkan _hasil wawancara diatas, adasbeberapa supir kendaraan
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analisis efektivitas penerapan jam larangan masuk kota dan juga menganalisis
efektivitas razia rutin yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam
menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian, maka
penulis menguraikan beberapa sub indikator dibawah sebagai berikut:

a. Efektivitas penerapan Jam Larangan Masuk Kota.
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Pada sub indikator ini terkait dengan Menganalisis efektivitas penerapan
jam larangan masuk kota merupakan salah satu fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap
pelaksanaan kegiatan antara.ketentuan yang dibuat atau.standar dengan yang
terjadi dilapangan, untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan berjalan
atau tidak.

Untuk mengetahui hal tersebut ataupun untuk dapat membandingkan maka
peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sekiranya mengetahui
tentang apa yang menjadi permasalahan peneliti. Sesual dengan hasil
wawancara peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan
bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan
Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“Kalauw sejauh ini kendaraan bertonase berat kadang masih ada yang
tidak melihat rambu yang Kita pasang. Kalau ditanya oleh rekan-rekan
kita yang bertugas disimpang tersebut mereka bilang tidak melihat rambu-
rambu ini alasannya demikian nanti kita peringati supaya kendaraannya
untuk tidak mengulanginya lagi, kalau nanti mereka tidak dilengkapi
dengan dokumen-dokumen maka bisa kita tilang terhadap kendaraan yang
sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui

bahwa dinas perhubungan akan memberikan peringatan kepada kendaraan
bertonase berat yang masih tidak melihat rambu-rambu larangan yang telah di
pasang dan kemudian dinas perhubungan akan memberlakukan tilang jika
didapat masih ada kendaraan yang melanggar aturan dan tidak dilengkapi

dengan dokumen-dokumen yang telah di tentukan.
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Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan berhubungan dengan

efektivitas penerapan jam larangan masuk kota yang mengatur tentang

kendaraan bertonase berat benar bahwa dinas perhubungan di kota pasir

lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang

mengatakan :

“Kalau dari pihak kita sudah efektif, tetapi hasilnya yang belum efektif.
Karena saat kita melaksanakan razia, kendaraan yang kita jaring ia akan
memberikan pesan kepada kendaraan-kendaraan yang belum melintas
bahwasanya ada razia, kendaraan yang akan melintas itu akan
mendapatkan pesan dari kendaraan yang lebih dahulu melintas dan kena
jaring, kendaraan-kendaraan lain tersebut akan berhenti dan tidak
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melintas sampai kita selesai melaksanakan razia, hal tersebut yang
membuat hasil dari penerapan kita belum efektif.”
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui

bahwa dinas  perhubungan Kkota pasir pengaraian telah melakukan

pta, namun

terseb Itnye i berapa sisi maka

peneliti jug akuka awancar: : aan bertonase berat

yaitu bapa

emang berupa

elakukan razia

peringatan saja kepada supir kendaraan bertonase berat, mereka jarang untuk

melakukan penilangan kepada supir kendaraan bertonase berat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan berhubungan dengan
efektivitas razia rutin kendaraan bertonase berat di kota pasir pengaraian

bahwa dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan dengan menerapkan
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razia rutin dengan turun secara langsung kelapangan. Tetapi akibat dari saling
bekerja samanya antara supir kendaraan bertonase berat dalam memberikan
informasi pelaksanaan razia menyebabkan hanya sedikit kendaraan yang

melintas saat dilaksanakan-nya razia tersebut.

5. Pengambilan Tindakan Korelatif Bila Perlu.

Analisis fungsi pengawasan Dinas™ perhubungan dalam pengawasan
kendaraan  bertonase berat yang memasuki jalan kota Pasir Pengaraian.
indikator ini berkaitan dengan analisis yang menunjukkan bahwa perlunya
pengambilan tindakan Korelatif, jika perlu tindakan ini harus diambil.
Tindakan korelatif dapat diambil dalam tiga bentuk. Standar mungkin diubah,
pelaksanaan  diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Untuk
mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara yang dilakukan
pada tanggal 04 Februari©2022, dengan bapak Afrizal, S.Sos., M.M selaku
kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten
Rokan Hulu, yang mengatakan :

“Kita dari dishub ada 2 bidang, yang pertama dari bidang lalu lintas dan
yang kedua Dari bidang angkutan. Jadi tindakan yang kita berikan bukan
hanya pengawasan saja, akan tetapi sebelum melakukan pengawasan itu
kita sudah beri surat kepada pengguna angkutan yang berada di
kabupaten Rokan Hulu ini. Kendaraan yang bisa kita jangkau dengan
surat maka kita sampaikan untuk jam-jam yang telah ditentukan tidak
boleh melintas. Jarak iring kendaraan bertonase berat itu ada jadi tidak
boleh rapat dan ada jarak iringnya. Yang sudah melanggar terhadap
aturan/peringatan ini bisa kita tindak dengan tilang. Jarak iring
kendaraan bertonase berat minimal 100 m, karena kalau terlalu dekat ini
akan mengganggu kendaraan-kendaraan yang ada dibelakang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait pengambilan

tindakan Korelatif jika perlu dapat kita ketahui bahwa pihak dinas
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perhubungan kota pasir pengaraian memiliki 2 bidang yang mana terdapat
bidang pengawasan dan bidang angkutan, hal tersebut tentunya menjelaskan

bahwa dinas perhubungan tidak hanya memberikan pengawasan saja akan

Pengawasan Dinas Perhubungan
Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat
Di Kota Pasir Pengaraian.

Berdasarkan hasil penelitian adapun yang menjadi hambatan dalam
melakukan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu
dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di Kota Pasir pengaraian

berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas perhubungan melakukan
pengawasan dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir
pengaraian Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan
wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Februari.2022, dengan bapak
Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas
Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kalau hambatannya kita belum dilengkapi fasilitas ataupun sarana yang
cukup  seperti timbangan fortabel, jika seandainya kita mempunyai
timbangan ini kita bisa mengukur tonase pada saat pengawasan atau pada
saat razia, tetapi kita tidak mempunya timbangan portabel ini, maka ini
salah satu penghambat kita dilapangan.”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat dinas perhubungan kabupaten rokan

hulu masih memiliki beberapa kendala karena fasilitas atau sarana yang
diberikan masih belum memadai jika sarana pengawasan ini dilengkapi oleh
pemerintah_maka dinas perhubungan dapat lebih mudah dalam melakukan

pengawasan.

Berdasarkan observasi penulis lakukan dilapangan bahwasanya memang
ada dinas perhubungan melakukan pengawasan kendaraan bertonase berat di
pintu masuk kota, namun tidak ‘terlihat fasilitas timbangan portabel dalam

melakukan pengawasan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas perhubungan melakukan
pengawasan dalaam menertibkan kendaraan bertonase berat di kota pasir
pengaraian Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan

wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2022, dengan bapak
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Afrizal, S.Sos., M.M selaku kepala bidang lalu lintas angkutan jalan Dinas

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang mengatakan :

“kita tidak mempunyai alat pendeteksi apakah yang digunakan sama
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BAB VI
PUNUTUP

A. Kesimpulan

diberikan masih belum me Ka sarana penggawasan ini dilingkapi
oleh pemerintan maka dinas perhubungan dapat lebih mudah dalam
melakukan pengawasan. Serta kurangnya kesadaran para pengendara
kendaraan bertonase berat untuk mengikuti peraturan yang telah di

tetapkan dalam melintasi jalanan kota pasir pengaraian.

87
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B. Saran
1. Disaranka kepada dinas perhubungan di kabuaten rokan hulu untuk
memiliki pos penjagaan dengan pergantian sift kerja yang teratur. Karena

garuh besar terhadap
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